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ABSTRAK

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan dalam bidang militer telah
melahirkan Lethal Autonomous Weapon Systems (LAWS), yaitu sistem senjata
yang mampu memilih dan menyerang target secara otonom tanpa intervensi
langsung manusia. Kehadiran LAWS menimbulkan tantangan serius bagi Hukum
Humaniter Internasional (HHI), khususnya karena belum adanya instrumen
hukum internasional yang secara eksplisit, universal, dan mengikat mengatur
penggunaan senjata otonom mematikan. Meskipun demikian, penggunaan LAWS
tetap harus diuji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fundamental HHI, seperti
prinsip pembedaan, proporsionalitas, kebutuhan militer, kewajiban legal review
senjata baru, serta larangan serangan tidak pandang bulu. Ketiadaan pengaturan
khusus tersebut memunculkan kesenjangan regulasi dan persoalan
pertanggungjawaban hukum (responsibility gap), sehingga menimbulkan
perdebatan global antara pendekatan pelarangan absolut dan legalisasi terbatas
yang diatur secara ketat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi
dan pembaruan pengaturan Lethal Autonomous Weapon Systems (LAWS) dalam
kerangka Hukum Humaniter Internasional (HHI), serta menilai kemungkinan
legalisasinya melalui pendekatan hukum progresif. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan,
konseptual, dan perbandingan, dengan menelaah Konvensi Jenewa 1949, Protokol
Tambahan I 1977, Convention on Certain Conventional Weapons (CCW), serta
kebijakan nasional Amerika Serikat melalui DoD Directive 3000.09 dan
Keputusan Presiden Federasi Rusia No. 490 Tahun 2019. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat instrumen hukum
internasional yang secara khusus, universal, dan mengikat mengatur LAWS,
sehingga pengaturannya masih bersifat fragmentaris dan menimbulkan regulatory
gap serta responsibility gap dalam pertanggungjawaban hukum atas penggunaan
senjata otonom. Namun demikian, prinsip-prinsip HHI seperti pembedaan,
proporsionalitas, kebutuhan militer, kewajiban legal review senjata baru, serta
larangan serangan tidak pandang bulu tetap dapat diterapkan terhadap LAWS.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa melalui regulasi ketat yang mensyaratkan
meaningful human control pada seluruh tahapan penggunaan, mekanisme
verifikasi dan pengujian yang ketat, serta sistem akuntabilitas berlapis, legalisasi
LAWS secara terbatas dan terkendali dapat lebih sejalan dengan tujuan
perlindungan warga sipil dibandingkan larangan absolut yang sulit diverifikasi
kepatuhannya secara global. Pendekatan hukum progresif dipandang mampu
mendorong pembaruan dan unifikasi hukum internasional agar lebih adaptif
terhadap perkembangan teknologi persenjataan modern tanpa mengesampingkan
nilai-nilai kemanusiaan,

Kata kunci: Lethal Autonomous Weapon System, Hukum Humaniter
Internasional, Hukum Progresif, Kontrol Manusia Bermakna
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ABSTRACT

The development of artificial intelligence technology in the military field has led
to the emergence of Lethal Autonomous Weapon Systems (LAWS), namely weapon
systems capable of selecting and engaging targets autonomously without direct
human intervention. The presence of LAWS poses serious challenges to
International Humanitarian Law (IHL), particularly due to the absence of an
explicit, universal, and legally binding international legal instrument governing
the use of lethal autonomous weapons. Nevertheless, the use of LAWS must still be
assessed in light of the fundamental principles of IHL, including the principles of
distinction, proportionality, military necessity, the obligation to conduct legal
reviews of new weapons, and the prohibition of indiscriminate attacks. The lack of
specific regulation has resulted in regulatory gaps and a responsibility gap in
legal accountability, thereby giving rise to a global debate between an absolute
prohibition approach and a strictly regulated, limited legalization approach.

This research aims to analyze the existence and renewal of the regulation of
Lethal Autonomous Weapon Systems (LAWS) within the framework of
International Humanitarian Law, as well as to assess the possibility of their
legalization through a progressive law approach. This study employs a normative
legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches
by examining the 1949 Geneva Conventions, the 1977 Additional Protocol I, the
Convention on Certain Conventional Weapons (CCW), as well as national
policies of the United States through the DoD Directive 3000.09 and the Russian
Federation Presidential Decree No. 490 of 2019. The results indicate that, to date,
there is no specific, universal, and binding international legal instrument
regulating LAWS, resulting in fragmented regulation and persistent regulatory
and responsibility gaps in legal accountability for the use of autonomous
weapons. Nevertheless, core IHL principles—such as distinction, proportionality,
military necessity, the obligation of legal review of new weapons, and the
prohibition of indiscriminate attacks—remain applicable to LAWS. This research
concludes that, through strict regulation requiring meaningful human control at
all stages of deployment, rigorous verification and testing mechanisms, and
layered accountability systems, a limited and controlled legalization of LAWS may
be more consistent with the objective of civilian protection than an absolute ban
whose global compliance is difficult to verify. A progressive law approach is
considered capable of encouraging the renewal and unification of international
law to ensure greater adaptability to the development of modern weapons
technology without undermining humanitarian values.

Keywords: Lethal Autonomous Weapon Systems, International Humanitarian Law,
Progressive Law, Meaningful Human Control
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